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Penyandang disabilitas atau difabel memiliki penyediaan hak aksesibilitas 
yang sama dengan yang lain sebagaimana diterangkan Pada Undang-Undang 
Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, dalam Pasal 18 yang 
meliputi yaitu hak: “Mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas 
publik; dan mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi 
individu”. Rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 18 tentang Penyediaan Hak 
Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada Sekolah Luar Biasa Pembinaan 
Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi 
Lampung dan Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap Implementasi 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 18 tentang Penyediaan Hak 
Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada Sekolah Luar Biasa Pembinaan 
Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi 
Lampung.  
Tujuan Penelitian adalah Untuk mengetahui Implementasi Undang-Undang 
Nomor 8 tahun 2016 Pasal 18 tentang penyediaan hak aksesibilitas bagi 
penyandang disabilitas studi pada Sekolah Luar Biasa Pembinaan Kesejahteraan 
Keluarga Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung dan 
Untuk Mengetahui Pandangan hukum Islam terhadap Implementasi Undang-
Undang Nomor 8 tahun 2016 Pasal 18 tentang penyediaan hak aksesibilitas bagi 
penyandang disabilitas studi pada Sekolah Luar Biasa Pembinaan Kesejahteraan 
Keluarga Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung. 
Penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Risearch) yaitu peneliti terjun 
langsung kelapangan untuk memeriksa objek yang akan diteliti. Metode analisis 
data yang dilakukan yaitu secara Kualitatif yaitu upaya-upaya sistematis dalam 
penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran 
tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat yang terjadi dalam masyarakat 
atau bersifat Deskriptif Analitis. Sumber data penelitian menggunakan data 
primer, jumlah populasi dalam Penelitian ini adalah 139 orang dan mengambil 10 
orang sebagai sampel yang mewakili atau pihak yang bersangkutan, dan hal ini 
dipilih dengan menggunakan Purposive Sampling. Dalam pengumpulan data 
menggunakan  metode observasi, kemudian metode wawancara, dan dokumentasi 
sebagai metode pendukung. Pengolahan data menggunakan editing, dan 
Sistematis data.  
Berdasarkan hasil penelitian, Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2016 Pasal 18 tentang Hak Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada 
Sekolah Luar Biasa Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Sukarame 
Provinsi Lampung, sesuai dengan isi Pasal 18 dalam pemanfaatan aksesibilitas 
publik dan mendapatkan akomodasi yang layak dalam aksesibilitas bagi setiap 
individu. Sudah terimplementasi atau terlaksana dengan baik namun belum 
sepenuhnya atau maksimal. Sedangkan, dalam Pandangan Hukum Islam 
Implementasi hak penyandang disabilitas sudah terimplementasi atau sudah 
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۞َأي َهَّللٱ َّنِإ ۡمُُكرُم ۡلٱ ْاوُّدَؤ ُت نَأ  ۡ ىٰ َلِإ  َِىٰ َىٰمَأ ٓهَأ  ۡمَكَح اَذِإَو اَهِل ۡيَب مُت ۡحَت نَأ ِساَّ لٱ َن ۡ ْاوُمُك
لِٱب ۡدَع ۡ ِل ۚ ِهِب مُك ُ َِي ا َّم ِِ  َهَّللٱ َّنِإ  ٓ َي ِم َ َناَك َهَّللٱ َّنِإ  ۢر ِصَب ا ٗ ا٥٨ 
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara 
manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi 
pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 
Mendengar lagi Maha Melihat”.1  
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 بِي بِ للَّهِلٱ  بِ  مَٰ  ۡ للَّهِلٱ  بِ للَّهِٱ  بِي ۡبِ  
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A. Penegasan Judul 
Judul merupakan cerminan dari pada isi skripsi, sehingga untuk 
memudahkan dalam mempersatukan persepsi pada pembaca dalam memahami 
isi skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 18 Tentang Penyediaan Hak 
Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Pada Sekolah Luar Biasa 
Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Sukarame Kota Bandar 
Lampung, Provinsi Lampung)”. Maka peneliti akan mempertegas kata yang 
dianggap penting yaitu sebagai berikut : 
1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa karangan, 
perbuatan, dan lain-lain untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya sebab 
musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya, untuk memperoleh 
pengertian yang tepat serta pemahaman yang relevan.2 
2. Hukum Islam adalah seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah SWT., 
dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia, yang diakui dan di yakini 
serta mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.3 Ada juga Hukum 
Islam adalah hukum yang bersumber dari/dan menjadi bagian Agama 
                                                     
2
Departemen Pendidikan  Nasional, Kamus Besar Bahasa  Indonesia, (Jakarta: Gramedia 
Pustaka Utama, 2011), Edisi Keempat, h. 58. 
3
Ngainin Naim, Sejarah Pemikiran Hukum Islam, (Bandung: Teras, 2009), h.16. 
  
Islam.4 Sebagai sebuah sistem hukum, ia mempunyai beberapa istilah 
kunci, antara lain ḥukm, ḥukm dan aḥkām, syarī’ah atau syarī’at, fiqh atau 
fiqh dan beberapa kata lain yang berkaitan dengan istilah-istilah tersebut. 
3. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksana dan penerapan suatu 
rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang). Implementasi 
merupakan suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan 
serius juga mengacu pada norma-norma tertentu guna mencapai tujuan 
kegiatan. 
4. Undang-Undang adalah suatu ketentuan dan peraturan negara yang dibuat 
oleh Pemerintahan (Menteri, Badan Eksekutif), dan disahkan oleh 
Parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Legislatif), ditanda tangani 
oleh (Presiden, Kepala Pemerintahan, Raja) dan memiliki kekuatan hukum 
yang mengikat. 
5. Hak Aksesibilitas adalah salah satu hak-hak bagi penyandang disabilitas. 
Berdasarkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang 
penyandang disabilitas, dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (8) bahwa 
aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang 
disabilitas guna untuk mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala 
aspek kehidupan.5  
6. Penyandang Disabilitas, dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (1)  menyatakan 
bahwa “Penyandang disabilitas adalah orang yang mengalami keterbatasan 
                                                     
4
Muhammad Daud Ali, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Islam di 
Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 42-43. 
5
Undang-undang RI Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, h. 3. 
  
fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang 
dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan 
kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga 
negara lainya berdasarkan kesamaan hak”.6 Disabilitas dari kata bahasa 
Inggris, yakni disability (jamak:disabilities) yang berarti ketidak 
mampuan. Sedangkan dalam Internasional istilah yang sering digunakan 
adalah disability. Orang-orangnya disebut dengan persons with 
disabilities, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan penyandang 
disabilitas.7 Menurut kamus besar bahasa Indonesia penyandang diartikan 
dengan orang cacat atau tidak mampu.8 
7. SLB PKK Provinsi Lampung adalah salah satu lembaga pendidikan yang 
berada di Jl. H. Endro Suratmin, Kecamatan Sukarame Kota Bandar 
Lampung Provinsi Lampung. Merupakan singkatan dari Sekolah Luar 
Biasa (SLB) Pembinaan Kesejahteraan Keluarga atau Program 
Kesejahteraan Keluarga sedangkan dalam logo ialah Pemberdayaan 
Kesejahteraan Keluarga (PKK) yaitu salah satu lembaga Pendidikan 
khusus swasta satu-satunya, Sekolah Luar Biasa (SLB) yang  ada di Kota 
Bandar Lampung yaitu pada Provinsi Lampung di bawah naungan PKK 
Provinsi Lampung dan diprakarsai oleh Ibu-ibu PKK Propinsi Lampung 
sejak tanggal 2 Desember 1982 di atas tanah seluas 2 hektar hak guna 
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Arni Surwanti dkk, Advokasi Kebijakan Prodi Sabilitas Pendekatan Partisipatif, 
(Yogyakarta : Majelis Pemberdayaan Mayarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2016), h. 23. 
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pakai dari Pemda Propinsi Lampung yang dibangun sekolah luar biasa dan 
diberi nama SLB PKK Propinsi Lampung.9  
Berdasarkan pemaparan judul di atas dapat disimpulkan bahwa yang 
dimaksud dengan “Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 18 Tentang Penyediaan Hak Asesibilitas 
Bagi Penyandang Disabilitas Studi Pada Sekolah Luar Biasa 
Pembinaan/pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (SLB PKK) Kecamatan 
Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung” adalah suatu upaya guna 
mewujudkan kesamaan kesempatan. Atau suatu pemenuhan untuk memenuhi, 
melaksanakan, dan mewujudkan hak penyandang disabilitas dalam memenuhi 
aksesibilitas atau akses suatu sarana prasarana pendidikan dan untuk 
memberikan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan untuk memiliki peluang 
yang sama dalam memperoleh pelayanan publik yakni aksesibilitas fisik 
maupun non fisik. Dari hal tersebut maka sangat dibutuhkan tersedianya 
pelayanan publik atau adanya akses suatu sarana prasarana sekolah yang 
bersifat aksibel sehingga penyandang disabilitas nantinya akan sangat mudah 
untuk mengakses atau menggunakan sarana yang ada untuk menggapai atau 
menempuh sesuatu.  
B. Alasan Memilih Judul 
Ada beberapa alasan yang menarik sehingga peneliti tertarik membahas 
atau memilih judul ini ialah: 
                                                     
9
Propil-slb-pkk-propLampung, 2019-07-08 diambil pukul 10 : 15 WIB. 
  
1. Alasan Objektif 
a. Kajian tentang penyediaan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas 
masih perlu dibahas karena guna mewujudkan kesamaan kesempatan10 
antar masyarakat dan individu-individu lainnya. Atau adanya 
pemenuhan dan pemanfaatan layanan publik suatu upaya yang 
dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak 
penyandang disabilitas. 
b. Untuk mengkaji lebih dalam mengenai Implementasi Undang-undang 
Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 18 Tentang Penyediaan Hak Aksesibilitas 
Bagi Penyandang Disabilitas studi pada Sekolah Luar Biasa Pembinaan 
Kesejahteraan Keluarga (SLB PKK) Kecamatan Sukarame Kota Bandar 
Lampung Provinsi Lampung dan bagaimana Penyandang Disabilitas 
ditinjau dalam pandangan hukum Islam. 
2. Alasan Subjektif 
a. Objek kajian pembahasannya sesuai dengan kesyari‟ahan khususnya 
sesuai dengan Jurusan Siyasah Syar‟iyah atau Hukum Tatanegara. 
b. Tersedianya literatur-literatur yang menunjang sebagai referensi kajian 
dan data dalam usaha menyelesaikan karya ilmiah ini. 
C. Latar Belakang 
Disabilitas berasal dari kata bahasa Inggris, yakni disability 
(jamak:disabilities) yang berarti ketidak mampuan. Orang-orang berkebutuhan 
khusus juga disebut dengan istilah “Disabilitas” dalam istilah Internasional, 
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yang sering digunakan adalah disability. Orang-orangnya disebut dengan 
persons with disabilities, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan 
penyandang disabilitas.11 Menurut kamus besar bahasa Indonesia penyandang 
diartikan dengan orang cacat atau tidak mampu.12  
Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang 
disabilitas menyatakan, yang disebut penyandang disabilitas adalah orang 
yanag mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan atau sensorik 
dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat 
mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan 
efektif dengan warga negara lainya.  
Berdasarkan kesamaan hak atau seseorang berkebutuhan khusus 
mempunyai hak dan kewajiban serta kedudukan yang setara dan sama dengan 
masyarakat non disabilitas. Persamaan tersebut dijamin oleh Pancasila dan 
Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perlakuan 
khusus yang di maksudkan merupakan sebuah bentuk perlindungan, 
penghormatan terhadap terpenuhnya hak asasi manusia.13 Hak asasi manusia 
sering didefinisikan sebagai hak yang melekat pada diri manusia sejak lahir, 
Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat yang sama dan 
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Arni Surwanti dkk, Advokasi Kebijakan Prodi Sabilitas Pendekatan Partisipatif, 
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Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, ed. 
Ke Empat, ( Jakarta: Gramedia, 2008), h. 40. 
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Majda El Muhtaj, Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan 
Budaya,Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, h. 273. 
  
sederajat, serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.14  
Kata “setiap orang” pada kalimat di atas dimaksudkan untuk orang normal 
maupun orang disabilitas yang wajib dipenuhi hak-hak dasarnya.15 Penyandang 
disabilitas kesulitan dalam hal mengakses pelayanan publik seperti dalam 
bidang pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan, karena minimnya 
aksesibilitas pendukung bagi kaum disabilitas pada tempat-tempat pelayanan 
publik tersebut. Kedudukan dan hak terhadap kaum disabilitas dijamin oleh 
Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas (Cacat) 
yang mempertegas Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 mengenai kedudukan hak dan kewajiban serta peranan 
yang sama sebagai bagian dari masyarakat Indonesia.  
Penyandang disabilitas bisa diartikan sebagai seseorang yang memiliki 
gangguan, kelainan, kerusakan, atau kehilangan fungsi organ tubuhnya.16 Ada 
beberapa hal yang bisa menyebabkan disabilitas, diantaranya orang yang sudah 
menjadi disabilitas sejak mereka lahir, dan ada juga orang yang menjadi 
disabilitas karena suatu peristiwa yang tidak disengaja seperti kecelakaan atau 
bencana alam yang menyebabkan salah satu organ tubuhnya tidak bisa 
berfungsi sebagaimana mestinya orang normal lainnya. Yang termasuk anak 
luar biasa antara lain anak yang mengalami gangguan penglihatan yang disebut 
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tunanetra, gangguan pendengaran disebut tunarungu, gangguan pada 
kecerdasan disebut tunagrahita, gangguan pada anggota tubuh disebut 
tunadaksa, gangguan pada emosi dan adaptasi sosial disebut tunalaras. Anak-
anak yang memiliki bakat khusus atau kecerdasan yang tinggi disebut berbakat 
atau gifted.17  
Penyandang disabilitas memiliki penyediaan hak aksesibilitas yang sama 
dalam pemanfaatan dan layaknya dengan yang lainnya sebagaimana 
diterangkan pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang 
disabilitas, dalam Pasal 18 yang meliputi hak yaitu: “Mendapatkan 
Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan Mendapatkan 
Akomodasi yang Layak sebagai bentuk Aksesibilitas bagi individu.18  
Aksesibilitas sudah seharusnya dimiliki pada setiap fasilitas pelayanan 
publik sekolah atau gedung pelayanan publik guna memudahkan para difabel 
untuk melakukan aktivitas pelayanan publik.19 Salah satunya pendidikan 
meliputi pengajaran keahlian khusus, proses belajar dan mengajar juga sesuatu 
yang tidak dapat dilihat, tetapi lebih mendalam yaitu pemberian pengetahuan, 
pertimbangan dan kebijaksanaan. Suatu sistem pendidikan yang berhasil dan 
berdaya guna bila ia berakar mendalam pada nilai-nilai yang ada dalam 
pandangan hidup suatu bangsa.  
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Berdasarkan hal itu maka sangat dibutuhkan tersedianya akses dalam 
pelayanan publik atau sekolah yang bersifat aksibel sekhingga penyandang 
disabilitas nantinya sangat mudah atau efektif untuk mengaksesnya. Salah satu 
surat dalam Al-Qur‟an adalah An-Nahl yang artinya lebah, ayat 68-69 yang 
menunjukkan pentingnya akses atau sarana alat dalam pendidikan. 
وَأَو ۡحَّ لٱ  َلِإ َكَُّبر ىٰ َح ۡلٱ َنِم يِذِخَّتٱ ِنَأ ِل ۡتو ُ ُب ِلاَبِج ٗيَي اَّمِمَو ِرَجَّشلٱ َنِمَو ا ۡ َنوُشِر٦٨ َُّمث 
سٱَف ِت َىٰرَمَّثلٱ ِّلُك نِم يِلُك ۡلُلُذ ِكَِّبر َلُب ُ يِكُل ٗا ۚخَي  ۡنِم ُُجر ۢباَرَش اَه ِوُُطب  ٞخُّم  ۡ ٌفَِلت
لَأ ۡ ُُه َىٰوۥاَفِش ِه ِف  ٓء ٞ ِساَّ لِّل  ۚ َ َكِل َىٰذ يِف َّنِإ  َٓةي ٗوَقِّل  ۡم ٖ َنوُرَّكَف َت َي ٦٩ 
Artinya : “Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah: "Buatlah sarang-sarang 
di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang 
dibikin manusia".“Kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-
buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan 
(bagimu). Dari perut lebah itu ke luar minuman (madu) yang 
bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang 
menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian 
itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang 
yang memikirkan” (QS. An-Nahl: Ayat 68-69).20 
 Bahwa ayat di atas lebih menjelaskan lebah bisa menjadi alat bantu atau 
sarana bagi orang-orang yang berpikir untuk mengenal kebesaran Allah Swt. 
yang pada gilirannya akan meningkatkan keimanan dan kedekatan (taqarrub) 
seorang hamba kepada Allah Swt. Dalam Islam, penyandang disabilitas identik 
dengan istilah dzawil âhât, dzawil ihti,yaj al-khashah atau dzawil a’dzâr yaitu 
orang-orang yang mempunyai, keterbatasan, berkebutuhan khusus, atau 
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mempunyai, uzur. Pada Sekolah Luar Biasa Pembinaan atau Pemberdayaan 
Kesejahteraan Keluarga (SLB PKK) Provinsi Lampung ini terdapat proses 
pendidikannya diperuntukkan bagi anak yang memerlukan pendidikan khusus 
meliputi kelainan tunarungu (wicara) dan terbelakang mental (tunagrahita).  
Dari hasil pra-survey penulis di SLB PKK Provinsi Lampung, maka dapat 
penulis kemukakan hal-hal sebagai berikut :  
1. Sarana Sekolah 
a. Sarana Perpustakaan 
Dengan dilengkapi adanya perpustakaan peserta didik tidak akan 
kesulitan dalam belajar membaca ataupun yang lainnya, buku-buku 
yang diperlukan peserta didik sudah tersediakan, peserta didik bisa 
membaca dan meminjam selama satu minggu batas pengembaliannya.   
b. Sarana Ibadah 
Di SLB PKK Provinsi Lampung ini telah disediakan tempat Ibadah 
yaitu musholla kecil, yang dimana siswa-siswinya harus di tuntut untuk 
selalu mengerjakan Ibadah sholat dan kegiatan-kegiatan lainnya. 
2. Jumlah Peserta didik 
Keseluruhan Jumlah peserta didik tingkat SDLB 107 orang, SMPLB 57 
orang, dan SMALB 82 orang pada Sekolah Luar Biasa Pembinaan 
Kesejahteraan Keluarga (SLB PKK) Kecamatan Sukarame Kota Bandar 
Lampung Provinsi Lampung Tahun Ajaran 2019/2020 sebanyak 246 
orang. Peserta didik terdiri dari 132 peserta didik laki-laki dan 114 
  
perempuan. Dari jumlah tersebut terbagi menjadi 13 kelas untuk tunarungu 
dan 19 kelas untuk tunagrahita, jumlah keseluruhannya ada 32 kelas.  
Berdasarkan uraian diatas, peneliti memilih tempat penelitian di Sekolah 
Luar Biasa Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (SLB PKK) Kecamatan 
Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, untuk mengetahui 
permasalahan tentang akses anak berkebutuhan khusus atau disabilitas bagi 
anak tunarungu (wicara). Peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut 
gambaran yang sebenarnya tentang “Analisis Hukum Islam Terhadap 
Implementasi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 18 Tentang 
Penyediaan Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Studi Pada 
Sekolah Luar Biasa Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan 
Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung”. 
D. Fokus Penelitian 
Fokus penelitian ini dilakuan supaya pembahasan mengenai penelitian ini 
tidak menyimpang dari permasalahan yang ada dan lebih terarah. Untuk itu, 
penulis akan lebih memfokuskan penelitian pada “Implementasi Hak 
Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas” serta dalam Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 2016 dan dalam Pandangan Hukum Islam, Studi pada Sekolah 
Luar Biasa Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (SLB PKK) Kecamatan 
Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung” lebih khususnya lagi  
bagi Hak Penyandang disabilitas yaitu tunarungu (wicara) yang ada pada 
sekolahan tersebut . 
 
  
E. Rumusan Masalah 
Ditinjau dari latar belakang, yang telah dikemukakan diatas, maka penulis 
merumuskan sebagai berikut : 
1. Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 Pasal 18 
tentang penyediaan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas studi 
pada Sekolah Luar Biasa Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan 
Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung? 
2. Bagaimana Pandangan hukum Islam terhadap Implementasi Undang-
Undang Nomor 8 tahun 2016 Pasal 18 tentang penyediaan hak 
aksesibilitas bagi penyandang disabilitas studi pada Sekolah Luar Biasa 
Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Sukarame Kota Bandar 
Lampung Provinsi Lampung?  
F. Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, maka tujuan penelitian 
ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui Implementasi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 
Pasal 18 tentang penyediaan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas 
studi pada Sekolah Luar Biasa Pembinaan Kesejahteraan Keluarga 
Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung? 
2. Untuk Mengetahui Pandangan hukum Islam terhadap Implementasi 
Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 Pasal 18 tentang penyediaan hak 
aksesibilitas bagi penyandang disabilitas studi pada Sekolah Luar Biasa 
  
Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Sukarame Kota Bandar 
Lampung Provinsi Lampung? 
G.  Signifikansi Penelitian 
Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, maka signifikasi atau 
manfaat, serta kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Signifikasi atau kegunaan secara teoritis yaitu sebagai bentuk berbagi ilmu 
pengetahuan kepada para pembaca untuk bisa mengetahui permasalahan 
yang ada dalam hukum Islam terhadap Undang-Undang maupun Peraturan 
Pemerintah terutama untuk mengetahui hak aksesibilitas bagi penyandang 
disabilitas. 
2. Kegunaan praktis sebagai berikut : 
a. Bagi para penyandang disabilitas, hasil penelitian ini diharapkan 
memberikan wawasan bagi penyandang disabilitas. Agar para 
penyandang disabilitas mengetahui, mempejuangkan dan memperoleh 
hak aksesibilitas mereka secara layak. 
b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu 
meningkatkan kesadaran masyarakat tehadap penyandang disabilitas 
agar memperoleh kesamaan hak seperti masyarakat dan warga negara 
pada umumnya. 
c. Bagi penulis, penelitian ini dapat mengembangkan pengetahuan Hukum 
Tata Negara (Siyasah Syar‟iyah) yang diperoleh selama kuliah serta 
memberikan dan menambahkan wawasan kepada penulis tekait dengan 
hukum Islam tehadap Implementasi Undang-Undang Nomor 8 tahun 
  
2016 Pasal 18 tentang penyediaan hak aksesibilitas bagi penyandang 
disabilitas dan juga untuk memperluas wawasan bagi penulis untuk 
memenuhi syarat menyelesaikan studi pada Fakultas Syari‟ah. 
H.  Metode Penelitian 
Metode penelitian merupakan tata cara bagaimana suatu penelitian di 
laksanakan.21 Metode yang digunakan adalah metode-metode sebagai berikut: 
1. Jenis dan sifat penelitian 
a. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu 
dengan cara mencari data secara langsung kelapangan dengan melihat 
lebih dekat objek yang akan diteliti.22  
b. Sifat Penelitian 
Penelitian ini bersifat deskriftif analisis yang bertujuan untuk 
mendeskripsikan apa yang saat ini berlaku. Deskriptif adalah penelitian 
yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada 
sekarang berdasarkan data-data, jadi ia juga menyajikan data, 
menganalisis dan menginterprestasi, atau untuk menentukan ada 
tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam 
masyarakat. Atau bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang 
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menuturkan dan menguraikan data yang telah ada, kemudian 
memperoleh kesimpulan.23  
2. Sumber Data Penelitian 
a. Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek 
penelitian perorangan, kelompok, dan organisasi.
24
   
b. Data Sekunder merupakan sumber-sumber data yang menjadi bahan 
penunjang dan melengkapi dalam suatu analisis, selanjutnya data ini 
disebut juga data tidak langsung. Dalam hal ini buku atau artikel serta 
pendapat para pakar yang mendukung penelitian ini atau dapat diambil 
dengan bantuan bermacam-macam materil yang terdapat dalam 
kepustakaan, dengan data ini maka dapat dikumpulkan data-data 
dengan membaca kitab atau Undang-Undang, literatur-literatur, buku-
buku referensi, jurnal, skripsi, artikel, pendapat para ahli atau sumber 
data yang lain yang lebih relevan dan sumber  yang berkenaan dengan 
permasalahan penelitian. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang paling penting dalam 
penelitian, karena tujuan penelitian adalah untuk mengumpulkan data. 
Maka metode yang digunakan adalah : 
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a. Metode Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan dan 
pengodean serangkaian dan perilaku suasan yang berkenaan dengan 
kegiatan observasi, sesuai dengan tujuan empiris.25 Metode 
pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat 
dan sistematik.26  
b. Metode Interview (Wawancara) adalah teknik pada saat pengumpulan 
data dengan mengajukan pertanyaan langsung maupun tertulis oleh 
pewancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat 
atau direkam.27  Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan 
data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk 
menentukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila 
peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. 
teknik  pengumpulan data ini mendasarkan diri  pada laporan tentang 
diri sendiri atau self-report, atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan 
keyakinan pribadi. Adapun teknik wawancara yang digunakan oleh 
peneliti dalam hal ini adalah teknik wawancara tidak terstruktur, 
bersifat fleksibel, susunan pertanyaan dan susunan kata-kata dalam 
setiap pertanyaan dapat di rubah pada saat wawancara, sesuai dengan 
kebutuhan dan kondisi pekerjaan atau responden yang telah dihadapi.  
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c. Metode Dokumentasi 
Dokumentasi merupakan tehnik pengumpulan data yang tidak langsung 
ditunjukkan kepada subjek peneliti, namun melalui dokumen. 
Dokumentasi yaitu mencari data megenai hal-hal atau variable berupa 
foto, catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan 
sebagainya.28 Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data melalui 
arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku atau untuk mengumpulkan 
bukti-bukti atau data-data yang berkisar pada masalah penelitian.  
4. Populasi dan Sample 
a. Populasi (sasaran) adalah wilayah generalisasi yang terdiri: dari obyek 
atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 
kesimpulanya.29 Populasi dalam penelitian adalah guru atau karyawan 
Sekolah Luar Biasa Pembinaan/pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 
(SLB PKK) berjumlah 50 orang dan siswa-siswi khusus tunarungu 
sebanyak 89 orang, sehingga keseluruhan populasi berjumlah 139 
orang. 
b. Sampel dan Teknik sampling. Sampel adalah sebagian subjek dari 
populasi.30 Sedangkan teknik sampling merupakan teknik pengambilan 
sampel suatu populasi. Dengan demikian berarti teknik sampling 
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merupakan teknik yang digunakan oleh seorang peneliti untuk 
menentukan dan menetapkan sampel penelitian berdasarkan populasi 
yang ada. Metode sampel yang digunakan penulis dalam penelitian ini 
adalah purposive sampling, yaitu mengambil sampel yang ditujukan 
kepada responden yang dikehendaki dan dianggap mewakili serta dapat 
memberikan keterangan yang mengarah serta memperoleh data yang 
faktual.31 Keseluruhan jumlah sampel yang diambil oleh peneliti 
berjumlah 10 orang dari 139 orang, meliputi kepala sekolah (1 orang), 
wakil kepala sekolah (1 orang), waka sarana prasarana (1 orang), guru 
(3 orang), dan siswa-siswi (4 orang) pada SMPLB (Sekolah Menengah 
Pertama Luar Biasa atau Khusus penyandang disabilitas Tunarungu 
atau Wicara), yang dianggap lebih tahu sehingga akan memudahkan 
peneliti menjelajahi objek atau situasi di Sekolah Luar Biasa Pembinaan 
Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung 
Provinsi Lampung. 
5. Pengolahan Data  
Dalam pengelolaan data terdapat beberapa tahap-tahap pengelolaan 
data, yaitu sebagai berikut: 
a. Pemeriksaan Data (editing), hal ini dilakukan untuk pengecekan atau 
pengoreksian data yang telah dikumpulkan sudah cukup lengkap, sudah 
benar dan sudah relevan dengan data penelitian dilapangan maupun 
studi literatur-literatur yang berhubungn dengan objek penelitian. 
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Tujuannya untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat 
pada pencatatan dilapangan dan bersifat koreksi, sehingga 
kekurangannya dapat dilengkapi atau dapat diperbaiki. 
b. Sistemating atau Sistematis Data yaitu untuk melakukan pengecekan 
terhadap data-data batau bahan-bahan yang telah diperoleh secara 
sistematis, terarah, dan benturan sesuai dengan klasifikasi data yang 
diperoleh. Dalam hal ini penulis mengelompokkan secara sistematis 
data yang sudah di dapat secara teratur atau edit dan diberi tanda 
menurut khlasifikasi dan urutan masalah. 
6. Analisis Data 
Metode analisa data yang digunakan adalah dengan menggunakan 
pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah suatu penelitian untuk 
memberikan gambaran tentang suatu keadaan secara objektif. Kualitatif 
adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau 
tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Penelitian ini dilakukan 
dengan cara memaparkan informasi-informasi yang akurat yang diperoleh 
dari siswa-siswi, para staf atau guru, dan kepala sekolah atau orang yang 
mewakili Sekolah Luar Biasa Pembinaan Kesejahteraan Keluarga 
Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung yang 
berkaitan dengan Implementasi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 
Pasal 18 tentang hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dilihat dari 
sudut pandang Undang-Undang dan hukum Islam nya. Kemudian 
  
mengevaluasi dengan beberapa teori yang berkaitan dengan pokok 
permasalahan dalam penelitian ini. 
Sedangkan pendekatan berpikir menggunakan Metode deduktif yaitu 
metode yang digunakan untuk menyajikan bahan atau teori yang sifatnya 
umum untuk kemudian diuraikan dan diterapkan secara khusus dan 
terperinci. Berasal dari fakta-fakta yang umum, peristiwa-peristiwa yang 
kongkrit. Kemudian ditarik ke generalisasi-generalisasi yang mempunyai 
sifat khusus lalu ditarik menjadi suatu kesimpulan. Setelah keseluruhan 
data dikumpulkan, maka langkah selanjutnya adalah penulis menganalisis 


















A. Konsep Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 
Tahun 2016 Pasal 18 Tentang Penyediaan Hak Aksesibilitas Bagi 
Penyandang Disabilitas 
 
1. Penyandang Disabilitas 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penyandang diartikan 
dengan orang cacat atau ketidak mampuan.32 Disabilitas berasal dari 
bahasa Inggris, yaitu disability (jamak:disabilities) yang berarti ketidak 
mampuan. Penyandang disabilitas dalam Internasional, istilah yang sering 
digunakan adalah disability. Orang-orang disebut dengan Persons with 
disabilities, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan penyandang 
disabilitas.33  
Untuk menghindari dan meminimalisir terjadinya pelanggaran terhadap 
hak asasi manusia maka perlu dibuat istilah pengganti. Karena itu, Komnas 
HAM menggelar diskusi pakar pada tahun 2009 untuk merubah 
terminologi penyandang cacat menjadi penyandang disabilitas. 
Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, 
mental, intelektual, atau indera dalam jangka waktu lama yang didalam 
interaksi dengan lingkungan dan sikap masyarakat dapat menemui 
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Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang 
disabilitas Pasal 1 Ayat (1) bahwa “setiap orang yang mengalami 
keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam berinteraksi 
dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk 
berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya 
berdasarkan kesamaan hak”.35 Dibentuknya Undang-Undang Nomor 8 
tahun 2016 tentang penyandang disabilitas bertujuan agar penyandang 
disabilitas menjadi mandiri, dan terwujudnya keadilan hukum bagi 
penyandang disabilitas baik perdata, pidana, maupun tatanegara. Dengan 
berlakunya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang 
disabilitas setiap disabilitas di negara Indonesia memperoleh perlindungan 
hukum yang sama tanpa adanya diskriminasi. 
Dari penjelasan di atas bahwa penyandang disabilitas harus dijaga dan 
diperlakukan dengan baik karena mereka mengalami keterbatasan fisik, 
intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama 
dalam berinteraksi dengan lingkungannya sehingga mengalami hambatan 
dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga 
negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.  
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Penyandang disabilitas merupakan istilah untuk merujuk kepada 
mereka yang memiliki kelainan fisik atau non-fisik. Istilah disabilitas 
digunakan dalam konvensi PBB mengenai hak-hak penyandang disabilitas 
atau dalam bahasa inggris with disability yang diartikan dengan 
keterbatasan diri yang dapat bersifat fisik, kognitif, mental, sensorik, 
emosional, dan/atau beberapa kombinasi.36 
2. Ragam Penyandang Disabilitas 
Ragam atau jenis-jenis setiap penyandang disabilitas memiliki, defenisi, 
masing-masing yang mana semuanya memerlukan bantuan untuk 
berkembang secara baik. Adapun Jenis-Jenis penyandang disabilitas antara 
lain: 
a. Disabilitas Mental 
1) Mental Tinggi, sering dikenal dengan orang berbakat Intelektual. 
Dimana selain memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata dia 
juga memiliki kreativitas dan tanggung jawab terhadap tugas.  
2) Mental Rendah, atau kapasitas Intelektual/IQ (Intelligence Quotient) 
di bawah rata-rata yaitu anak lamban belajar (slow learnes) adalah 
anak yang memiliki IQ (Intelligence Quotient) antara 70-90. 
Sedangkan anak yang memiliki IQ (Intelligence Quotient) di,bawah 
70an dikenal dengan anak berkebutuhan khusus.  
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3) Kesulitan dalam belajar Spesifik, yang bersangkutan dengan 
prestasi,belajar (achievment) yang didapat.37,at 
b. Disabilitas Fisik yaitu : 
1) Tunadaksa atau cacat tubuh adalah individu yang memiliki gangguan 
gerak yang di,sebabkan oleh kelainan/cacat neuro-muskular dan 
struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit/akibat kecelakaan 
(kehilangan organ tubuh), polio dan lumpuh.  
2) Tunanetra/cacat indera penglihatan adalah individu,yang memiliki 
hambatan dalam indera penglihatan. Tunanetra dapat di 
klasifikasikan yaitu,buta total (blind) dan low vision.  
3) Tunarungu atau gangguan pendengaran adalah individu yang 
memiliki hambatan dalam gangguan pendengaran baik secara 
permanen maupun tidak permanen. Karena adanya hambatan dalam 
sistem pendengarannya terjadilah komplikasi dalam hambatan 
berbicara yang disebut dengan tunawicara.38  
4) Tunawicara adalah individu yang memiliki gangguan dalam 
berbicara atau adanya penyebab dari ketunarunguan atau adanya 
gangguan pada organ motoriknya sehingga menyebabkan tidak dapat 
berbicara dalam bahasa verbal/ tidak mudah dimengerti saat 
berbicara.  
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Berdasarkan Pasal 4 ragam atau jenis-jenis penyandang disabilitas yaitu 
antara lain,
39
 Pertama: Penyandang disabilitas fisik adalah terganggunya 
fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, 
celebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil. Kedua: 
Penyandang disabilitas Intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena 
tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, 
disabilitas grahita dan down syndrom. Ketiga: Penyandang disabilitas 
Mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku. Psikososial 
di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, gangguan kepribadian; 
dan disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan 
interaksi sosial di antaranya autis dan hiperaktif. Keempat: Penyandang 
disabilitas Sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca 
indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas 
wicara.  
Terdapat tiga macam penyandang disabilitas yaitu, Pertama: kelompok 
kelainan secara fisik, terdiri dari tunanetra, tunadaksa, tunarungu, dan 
tunarungu wicara. Kedua: kelompok kelainan secara non-fisik, terdiri dari 
tunagrahita, autis, dan hiperaktif. Ketiga: kelompok kelainan ganda, yaitu 
mereka yang mengalami kelainan lebih dari satu jenis kelainan. 
 
                                                     
39
  Pasal  4 Undang-undang  RI  Nomor  8 Tahun  2016 Tentang  Penyandang Disabilitas, 
h. 6-7. 
  
Terdapat penyandang disabilitas ganda atau multi yaitu  penyandang 
disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain 
disabilitas rungu-wicara dan disabilitas netra-tuli. Ragam penyandang 
disabilitas dapat dialami secara tunggal, ganda atau multi dalam jangka 
waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan 
peraturan peundang-undangan yang dimaksud dengan “dalam jangka 
waktu lama” adalah jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau 
bersifat permanen.40 Baik penyandang disabilitas fisik, mental ataupun 
ganda memiliki hak yang sama. Anak-anak yang memiliki bakat khusus 
atau kecerdasan yang tinggi disebut berbakat atau gifted.
41
  
Kesimpulan dari ragam disabilitas yaitu: Tunanetra (tidak dapat 
melihat), Tunarungu (tidak dapat mendengar, kurang dapat mendengar 
atau tuli), Tunagrahita (cacat pikiran, lemah daya tangkap), Tunadaksa 
(cacat tubuh), Tunalaras (sukar mengendalikan emosi dan social), 
Tunaganda (Penderita cacat lebih dari satu kecacatan), Tunawicara (tidak 
dapat biacar, bisu dan gangguan komunikasi).42 
3. Penyandang Disabilitas dan Klasifikasinya 
Berikut berbagai ragam anak penyandang disabilitas dan klasifikasi 
penyandang disabilitas. Berdasarkan hasil Pra-Survey penyandang 
disabilitas yang terdapat pada sekolah luar biasa (SLB) Pembinaan 
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Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kecamatan Sukarame Kota Bandar 
Lampung Provinsi Lampung, yang meliputi :   
a. Tunarungu (Wicara) 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Tunarungu adalah 
istilah umum yang digunakan untuk menyebut kondisi seseorang yang 
mengalami gangguan dalam indra pendengaran. Secara etiminologis, 
tunarungu berasal dari kata „tuna‟ dan „rungu‟. Tuna artinya kurang dan 
rungu artinya pendengaran. Jadi, orang yang dikatakan tunarungu apabila 
ia tidak mampu mendengar atau kurang mampu mendengar suara. 
Tunarungu adalah istilah yang umum digunakan untuk mengambarkan 
keadaan dimana seorang individu kehilangan fungsi pendengaran 
sepenuhnya atau sebagian.43  
Anak tunarungu tidak hanya gangguan pendengarannya saja yang 
menjadi kekuranganya, kemampuan berbicara seseorang dipengaruhi 
seberapa sering ia mendengarkan pembicaraan, namun dikarenakan anak 
tunarungu tidak bisa mendengarkan apapun sehingga dia sulit mengeti 
percakapan yang dilakukan oleh orang lain, maka dari itu mereka harus 
menggunakan Alat Bantu Dengar (ABD) yang dapat membantu proses 
informasi bahasa atau suara melalui pendengaran atau menggunakan 
bahasa isyarat.  
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Tunarungu (Wicara) berarti akibat hilangnya atau terganggunya fungsi 
pendengaran dan atau fungsi bicara baik yang disebabkan oleh kelahiran, 
dan kecelakaan maupun penyakit. Tunarungu wicara terdiri dari 
Tunarungu dan Tunawicara, kelainan pendengaran (tunarungu) adalah 
istilah yang menunjukkan ketidak mampuan mendengar yang rentang-nya 
dari yang ringan hingga berat, meliputi tuli dan agak tuli atau susah 
mendengar. Tunarungu dibedakan menjadi dua kategori: menyeluruh/tuli 
(deaf) dan sebagian/kurang dengar (low of hearing).44  
Tuli adalah seseorang yang indera pendengarannya mengalami 
kerusakan dalam taraf berat sehingga pendengarannya tidak berfungsi. 
Sedangkan kurang dengar adalah seseorang yang indera pendengarannya 
mengalami kerusakan, tetapi masih dapat berfungsi untuk mendengar, baik 
dengan maupun tanpa menggunakan alat bantu dengar (hearing aids).
45
  
Tingkat ketajaman pendengaran dapat diketahui dengan “tes 
audiometris”. Klasifikasi Tunarungu (wicara) dalam kelainan pendengaran 
dan wicara dalam percakapan sehari-hari di masyarakat awam sering 
diasumsikan sebagai orang tidak mendengar sama sekali atau tuli. Dikutif 
dari program khusus tunarungu oleh Kemendiknas bahwa menurut 
Boothroyd tunarungu dapat diklasifikasikan berdasakan tiga kelompok, 
yaitu:  
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1) Bedasarkan tempat terjadinya kehilangan:  
a) Kerusakan pada bagian tengah dan luar telinga sehingga 
menghambat bunyi-bunyian yang akan masuk kedalam telinga 
disebut telinga konduktif.  




2) Berdasarkan saat terjadinya kehilangan yaitu :  
a) Tunarungu bawaan artinya ketika lahir anak sudah mengalami atau 
menyandang tunarungu dan indra pendengarannya sudah tidak 
befungsi lagi.  
b) Tunarungu setelah lahir artinya terjadinya tunarungu setelah anak 
lahir yang diakibatkan oleh kecelakaan atau suatu penyakit. 
3) Berdasakan taraf penguasaan bahasa yaitu :  
a) Tuli pra bahasa (Prelingually Deaf) adalah mereka yang menjadi tuli 
sebelum dikuasainya suatu bahasa (usia 1-6 tahun) artinya anak 
menyamakan tanda (signal) tertentu seperti mengamati, menunjuk, 
meraih dan lain-lainnya namun belum membentuk sistem lambang.  
b) Tuli purna bahasa (Post Lingually Deaf) adalah mereka yang 
menjadi tuli setelah menguasai bahasa, yaitu telah menerapkan dan 
memahami sistem lambang yang berlaku di lingkungan.47 
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Disabilitas pendengaran, yang dialami sejak lahir sering kali 
menyebabkan gangguan pada bicara disebut “tunawicara”. Tunawicara 
adalah kesulitan berbicara yang disebabkan tidak befungsinya dengan baik 
organ-organ bicara, seperti langit-langit, dan pita suara. Tunawicara dapat 
dikategorikan yaitu, Pertama: ringan atau masih dapat berkomunikasi 
dengan baik, hanya kata-kata tertentu saja yang tidak dapat mereka dengar 
langsung sehingga pemahaman mereka menjadi sedikit menghambat. 
Kedua: sedang atau sudah mulai mengalami kesulitan untuk dapat 
memahami pembicaraan orang lain, suara yang mampu terdengar adalah 
suara radio dengan volume maksimal. Ketiga: berat atau parah, sudah 
mulai sulit untuk mengikuti pembicaraan orang lain, suara yang mampu 
mereka dengar adalah suara yang sama kerasnya dengan jalan pada jam-
jam sibuk biasanya kalau masuk dalam kategori ini sudah menggunakan 
alat-alat bantu dengar, mengandalkan pada kemampuan membaca gerak 
bibir, atau bahasa isyarat untuk berkomunikasi.48  
Hal ini dapat di dasarkan pada anggapan bahwa kelainan pendengaran 
dapat mengurangi fungsi pendengaran. Namun demikian, perlu di pahami 
bahwa kelainan pendengaran dapat dilihat dari derajat atau ketajamanya 
untuk mendengar dapat dikelompokkan dalam beberapa jenjang. 
Ketajaman pendengaran seseorang diukur dan dinyatakan dalam satuan 
bunyi deci-Bell (db). Penggunaan satuan tersebut untuk membantu dalam 
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interprestasi hasil tes pendengaran dan pengelompokkan dalam 
jenjangnya.  
Beberapa pengertian tunarungu di atas merupakan pengertian yang 
termasuk kompleks, sehingga dapat disimpulkan bahwa tunarungu adalah 
anak yang memiliki gangguan dalam pendengarannya, baik secara 
keseluruhan ataupun masih memiliki sisa pendengaran. Meskipun anak 
tunarungu sudah diberikan alat bantu dengar, tetap saja anak tunarungu 
masih memerlukan pelayanan pendidikan khusus.  
Dalam konteks pendidikan, tunarungu diklasifikasikan sebagai berikut: 
Pertama, gangguan pendengaran ringan, yaitu kehilangan kemampuan 
mendengar antara 35-54 db. Pada tahap ini penderita hanya memerlukan 
latihan berbicara dan bantuan mendengar secara khusus. Kedua, gangguan 
pendengaran sedang, yaitu kehilangan kemampuan mendengar antara 55-
69 db. Pada tahap ini penderita kadang-kadang memerlukan penempatan 
sekolah secara khusus, karena penyandang memerlukan latihan berbicara 
dan bantuan latihan berbahasa secara khusus setiap harinya. Ketiga, 
gangguan pendengaran berat, yaitu kehilangan kemampuan mendengar 
antara 70-89 db. Pada tahap ini penderita membutuhkan pelayanan sekolah 
khusus karena memerlukan latihan berbicara dan latihan berbahasa secara 
khusus. Keempat, gangguan pendengaran ekstrim atau tuli, yaitu 
kehilangan kemampuan mendengar 90 db ke atas dan penderita 
memerlukan pelayanan sekolah khusus karena memerlukan latihan 
berbicara dan latihan berbahasa secara khusus. 
  
Perkembangan kognitif pada anak tunarungu ditentukan oleh: pertama, 
tingkat kemampuan bahasa. kedua, oleh variasi pengalaman. ketiga, oleh 
pola asuh/atau kontrol lingkungan. keempat, oleh tingkat ketunarunguan 
dan bagian telinga yang mengalami kerusakan, dan kelima, oleh ada 
tidaknya kecacatan lainnya.  
b. Tunagrahita 
Anak-anak memiliki kelemahan dalam berfikir dan bernalar. Akibatnya 
dari kelemahan-nya tersebut anak tunagrahita memiliki kemampuan 
belajar dan beradaptasi sosial di bawah rata-rata. Istilah resminya di 
Indonesia disebut anak tunagrahita.  
Tunagrahita adalah keadaan keterbelakangan mental, keadaan yang 
dikenal retardasi mental (mentally retarded). Anak tunagrahita memiliki 
IQ di bawah rata-rata anak normal pada umumnya sehingga menyebabkan 
fungsi kecerdasan dan intelektual mereka terganggu yang menyebabkan 
permasalahan-permasalahan lainnya yang muncul pada masa 
perkembangan. Biasanya orang tua adalah pihak yang pertama kali 
menyadari perkembangan anak yang berbeda dari anak lainnya salah 
satunya yaitu dilihat dari tingkat kecerdasan anak yang rendah pada taraf 
belajar anak yang sering lambat. Tingkat kecerdasan rendah memang 
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Tunagrahita (retardasi mental) adalah anak yang secara nyata 
mengalami hambatan dan keterbelakangan perkembangan mental 
intelektual di bawah rata-rata, sehingga mengalami kesulitan dalam 
menyelesaikan tugas-tugasnya dan mereka memerlukan layanan 
pendidikan khusus.  
Seseorang dikatakan tunagrahita apabila memiliki tiga indikator yaitu, 
keterhambatan fungsi kecerdasan secara umum atau di bawah rata-rata, 
ketidak mampuan dalam prilaku sosial/adaptif, dan hambatan prilaku 
sosial/adaptif  terjadi pada usia perkembangan yaitu sampai dengan usia 16 
tahun. Ciri-ciri fisik dan penampilan anak tunagrahita yaitu Penampilan 
fisik tidak seimbang, Tidak ada/kurang perhatiannya terhadap lingkungan, 
Koordinasi gerak kurang (gerakan sering tidak terkendali). 
Kebutuhan pembelajaran anak tungrahita yakni perbedaan tunagrahita 
dengan anak normal dalam proses belajar adalah terletak pada hambatan 
dan masalah atau karakteristik belajarnya. Perbedaan karakteristik belajar 
anak tunagrahita dengan anak sebayanya, anak tunagrahita mengalami 
masalah dalam hal yaitu tingkat kemahirannya dalam memecahkan 
masalah, melakukan generlisasi dan mentransfer sesuatu yang baru, minat 
dan perhatian terhadap penyelesaian tugas.50 Klasifikasi anak Tunagrahita 
dapat dijelaskan sebagai berikut : 
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1) Tunagrahita Ringan (mampu didik) 
Anak yang tergolong dalam tunagrahita ringan memiliki banyak 
kelebihan dan kemampuan. Tingkat kecerdasannya/IQ mereka berkisar 
50-70 mempunyaikemampuan untuk berkembang dalam bidang 
pelajaran akademik, penyesuaian sosial dan kemampuan bekerja, 
mampu menyesuaikan lingkungan yang lebih luas, dapat mandiri dalam 
masyarakat, mampu melakukan pekerjaan seni trampil dan pekerjaan 
sederhana. Mereka mampu di didik dan dilatih seperti, membaca, 
berhitung, dan menjahit. Tunagrahita ringan lebih mudah diajak 
berkomunikasi. Karena itu anak tunagrahita ringan tidak memerlukan 
pengawasan ekstra.51 
2) Tunagrahita Sedang (mampu di latih) 
Tingkat kecerdasan IQ berkisar 30-50 dapat belajar keterampilan 
sekolah untuk tujuan fungsional, mampu melakukan keterampilan 
mengurus dirinya sendiri (self-help), mampu mengadakan adaptasi 
sosial dilingkungan terdekat, mampu mengerjakan pekerjaan rutin yang 
perlu pengawasan. 
3) Tunagrahita Berat dan Sangat Berat (mampu rawat) 
Tingkat kecerdasan IQ mereka kurang dari 30 hampir tidak memiliki 
kemampuan untuk dilatih mengurus diri sendiri. Ada yang masih 
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mampu dilatih mengurus diri sendiri, berkomunikasi secara sederhana 
dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sangat terbatas. 
4. Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas 
Hak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa hak 
adalah yang benar atau milik kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk 
berbuat sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, dan derajat atau martabat.
52
 
Aksesibilitas merupakan sebuah infrastruktur pada suatu bangunan hal 
yang paling penting untuk menunjang keamanan dan kenyamanan semua 
orang yang ada di dalamnya tidak terkecuali bagi penyandang disabilitas. 
Mereka yang memiliki kekurangan didalam mobilisasi dan memerlukan 
alat bantu seperti  tongkat, braces, frames, bahkan kursiroda sangat 
kurangnya bilamana sebuah sarana dan prasarana didalam bangunan tidak 
memenuhi kriteria persyaratan aksesibilitas-nya pendekatan yang selama 
ini kita temui dalam realitas di masyarakat.  
Masih ada pengucilan dan anggapan melihat penyandang cacat dengan 
rasa “belas kasihan”, tidak memposisikan bahwa mereka juga merupakan 
bagian dari masyarakat pada umumnya. Bukanlah sebuah sikap “belas 
kasihan namun pengakuan dan pemenuhan atas hak yang seharusnya 
mereka dapatkan. Pentingnya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas 
adalah untuk menjamin kemandirian dan partisipasi mereka dalam segala 
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bidang kehidupan di masyarakat.53 Dalam pemenuhan hak penyandang 
disabilitas, tuntutan akan hak dan diadakannya sarana dan prasarana 
aksesibilitas fisik maupun non-fisik, bagi penyandang disabilitas telah 
sering disuarakan oleh para aktivis organisasi penyandang disabilitas. 
Pemenuhan hak setiap manusia selain disepakati dalam berbagai 
konferensi yang menghasilkan instrument HAM Internasional juga tidak 
luput dari campur tangan pemerintah. Salah satu langkah yang di lakukan 
adalah memberikan perlindungan hukum dalam pemenuhan hak dengan 
meratifikasi berbagai Instrument HAM Internasional khususnya yang 
berkaitan dengan penyandang disabilitas, membentuk instrument hukum 
nasional hingga pada tingkat daerah serta melihat kebijakan negara-negara 
lainnya dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas.  
Tuntutan akan hak dan di adakan-nya sarana dan prasarana aksebilitas 
fisik maupun non-fisik bagi penyandang disabilitas, telah sering 
disuarakan oleh para aktivitas organisasi penyandang disabilitas (Disabled 
People Organisation). Sebagian hak sudah diupayakan dan direalisasikan 
oleh pemerintah, seperti pembangunan sekolah luar biasa, dibangunnya 
fasilitas-fasilitas di beberapa gedung seperti musholla, toilet, lapangan 
upacara, tempat transportasi khusus disabilitas dan sebagainya walaupun 
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masih minim dan kadang tidak terurus.54 Daerah juga didorong untuk 
menyediakan fasilitas yang menunjang bagi penyandang disabilitas 
khususnya kelompok usia sekolah serta disediakan regulasi yang 
mencukupi seperti dengan peraturan daerah (Perda).  
Dorongan bagi dalam lingkup pemerintahan di daerah belum banyak 
tersedia peraturan daerah yang dapat memberikan perlindungan yang 
dimaksud salah satu hak aksebilitas. Suatu perlindungan yang mencakup 
seluruh hak yang dapat diakses oleh masyarakat secara umum, yang sering 
disebut aksebilitas. Pentingnya aksesibilitas kepada lingkungan fisik, 
sosial, ekonomi, dan pendidikan serta informasi dan komunikasi yang 
memungkinkan penyandang disibllitas untuk menikmati sepenuhnya 
semua hak asasi manusia.55  
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang 
disabilitas, dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (8) bahwa: “Aksesibilitas adalah 
kemudahan yang di sediakan untuk penyandang disabilitas guna 
mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan”.56 
Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang 
dan/atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk 
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menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan 
masyarakat.  
Tujuan dari aksesibilitas adalah untuk memberikan kemudahan bagi 
penyandang disabilitas dalam melakukan aktivitas sehari-hari serta 
memiliki kesempatan dan peluang yang sama dalam memperoleh 
pelayanan publik untuk aksesibilitas fisik maupun non-fisik. Aksesibilitas 
fisik adalah suatu kemudahan yang diberikan untuk dapat masuk, 
menggunakan serta keluar dalam suatu bangunan. Sedangkan aksesibilitas 
non-fisik adalah suatu kemudahan yang diberikan bagi semua orang untuk 
dapat masuk, menggunakan serta keluar dalam suatu sistem. 
Prinsip aksesibilitas adalah meliputi tiga hal yaitu prinsip kemudahan, 
keamanan, dan kenyamanan. Prinsip kesetaraan bukan berarti persamaan. 
Para penyandang disabilitas seringkali harus menggunakan fasilitas yang 
sama yang sering digunakan oleh orang pada umumnya tanpa ada 
modifikasi. Makna kesetaraan bagi penyandang disabilitas dimaksudkan 
agar mereka mempunyai kesempatan yang sama dalam mempergunakan 
fasilitas-fasilitas yang ada. Secara garis besar, aksesibilitas bagi 
penyandang disabilitas menurut kegunaannya dikategorikan ke dalam dua 
jenis yaitu, Pertama : fasilitas yang bisa digunakan oleh siapa saja tidak 
hanya penyandang disabilitas yang mempergunakannya, contohnya 
trotoar, selasar, life, dsb. Kedua : fasilitas yang hanya dipergunakan oleh 
penyandang disabilitas saja, orang yang tidak menyandang disabilitas tidak 
boleh mempergunakannya, contohnya ada beberapa fasilitas yang khusus 
  
disediakan untuk penyandang disabilitas yaitu seperti wc, tempat parkir, 
hidrolik di bus maupun di bangunan sebagai pengganti tangga di gedung 
bertingkat, jalan dengan kemiringan maksimal 30%, dll.  
Berdasarkan Pasal 18 tentang hak aksesibilitas yang terdapat dalam 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas 
meliputi hak
57: “mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas 
publik; dan mendapatkan Akomodasi yang layak sebagai bentuk 
Aksesibilitas bagi individu”.  
Tersedianya aksesibilitas bagi difabel dalam melakukan pelayanan 
publik merupakan pemenuhan dan penghormatan hak-hak difabel serta 
sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kemandirian 
difabel. Lingkungan sekitar difabel yang mendukung pemenuhan hak 
difabel sehingga difabel dapat melakukan mobilitas dan beraktifitas 
merupakan faktor yang mendukung keberhasilan pengembangan potensi 
serta peranan sosial difabel dalam kehidupan kemasyarakatan dan 
bernegara.58 Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan 
dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk 
atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh 
penyelenggaraan pelayanan publik.  
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Unit Layanan Disabilitas (ULD) adalah bagian dari satu institusi atau 
lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk 
penyandang disabilitas. Kewajiban pemenuhan hak-hak penyandang 
disabilitas sangat dijamin oleh undang-undang, namun pelaksanaannya 
dilapangan masih banyak dijumpai beberapa fasilitas umum yang tidak 
ramah atau layak bagi penyandaag disabilitas. Kondisi seperti ini 
diperparah dengan penyerobotan maupun pemakaian fasilitas umum untuk 
kepentingan ekonomi secara pribadi. Masyarakat belum sadar bahwa 
penyandang disabilitas mempunyai keterbatasan dalam mobilitasnya.  
Hal ini seharusnya menjadi dasar bagi pemerintah untuk lebih 
menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam mendukung aksesibilitas bagi 
para penyandang disabilitas. Akomodasi yang layak adalah modifikasi dan 
penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau 
pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk 
penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan.  
Pemenuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas ada 
dihampir semua aspek kehidupan. Ada beberapa pemangku peran yang 
bertugas memenuhi atau memproses pemenuhan akomodasi yang layak 
bagi penyandang disabilitas dibidang pendidikan yaitu sekolah atau 
yayasan atau lembaga pendidikan di mana penyandnag disabilitas sedang 
menempuh pendidikan, dalam hal ini adalah guru atau para staff karyawan 
serta beberapa staff yang bersangkutan dan petugas administrasi 
pendidikan karena tidak semua akomodasi yang layak dapat dipenuhi oleh 
  
sekolah, terutama sekolah regular dan perguruan tinggi yang menerima 
siswa penyandang disabilitas. 
Adapun diatur di dalam Pasal 40 Ayat 1 yang dimana pemerintah dan 
pemerintahan daerah wajib menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi 
pendidikan untuk penyandnag disabilitas disetiap jalur, jenis, dan jenjang 
pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Pendidikan adalah suatu proses 
dimana suatu bangsa mempersiapkan generasi mudanya untuk 
menjalankan kehidupan dan untuk memenuhi tujuan hidup secara efektif 
dan efisien. pendidikan lebih sekedar pengajaran. Pendidikan adalah suatu 
proses dimana suatu bangsa atau negara membina dan mengembangkan 
kesadaran diri diantara individu-individu.59  
Dalam Pasal 43 Ayat (1) menjelaskan Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah wajib memfasilitasi lembaga penyelenggaraan pendidikan dalam 
menyediakan akomodasi yang layak.
60
 Maka, untuk mendukung 
penyelenggaraan pendidikan inklusif, Undang-undang penyandang 
disabilitas memandatkan pembentukan unit layanan disabilitas (ULD). 
Adapun Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 berbunyi bahwa, “Tiap-tiap warga negara berhak 
atas pekerjaan dan  penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.  
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Dalam Pasal 28 H ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa: 
“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakukan khusus untuk 
memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai 
persamaan dan keadilan”. Selanjutnya juga ditegaskan dalam Pasal 28 I 
ayat (2) UUD NRI 1945 bahwa: “Setiap orang bebas dari perlakuan yang 
bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan 
perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.61  
Konvensi Hak-hak penyandang disabilitas memaparkan secara jelas 
mengenai hak-hak penyandang disabilitas, di antaranya adalah : 
a. Hak untuk mendapat persamaan dan non-diskriminasi 
b. Hak untuk mendapat pelayanan atau aksesibilitas 
a. Hak atas kebebasan dan keamanan 
b. Hak untuk mendapatkan pengakuan atas persamaan di muka hukum 
c. Hak untuk mendapat keadilan 
d. Hak kebebasan bergerak dan berkewarganegaraan 
e. Hak bebas dari penyiksaan atau penghukuman yang kejam 
f. Hak bebas dari eksploitasi dan kekerasan 
g. Hak atas pendidikan dan kesehatan. 
h. Hak atas pekerjaan dan lapangan kerja 
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Berdasarkan pernyataan Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang 
Penyandang Disabilitas ini terdiri dari 13 (tiga belas) Bab, 153 (seratus 
lima puluh tiga) Pasal, yang meliputi segala aspek kehidupan dan 
penghidupan. Beberapa hak pokok yang disebutkan dalam Pasal 5 
Undang-Undang Nomor 8 menyatakan penyandang disabilitas memiliki 
hak, antara lain: 
a. Hak hidup, Bebas dari stigma dan Privasi; 
b. Keadilan dan  perlindungan hukum;  
c. Pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;  
d. Kesehatan, Keagamaan, dan Politik;  
e. Keolahragaan, Kebudayaan dan pariwisata;  
f. Kesejahteraan sosial,  
g. Aksesibilitas, dan Pelayanan publik; 
h. Perlindungan dari bencana; 
i. Habilitasi dan rehabilitasi,  
j. Konsesnsi dan Pendataan; 
k. Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; 
l. Berekpresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi; 
m. Berpindah tempat dan kewarganegaraan;  
n. Bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran,  
o. Bebas penyiksaan dan eksploitasi. 
 
  
Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
penyandang disabilitas membahas terkait akomodasi yang layak sudah 
terimplementasi atau terlaksana namun belum sepenuhnya atau 
maksimal.62 Namun dalam kenyataannya masih terdapat hak penyandang 
disabilitas yang diabaikan oleh Pemerintah, salah satunya adalah hak atas 
pekerjaan dan lapangan kerja, berkontribusi dan menikmati pembangunan 
ekonomi, sosial, budaya dan politik, dimana semua hak asasi manusia dan 
kebebasan yang mendasar bisa sepenuhnya diwujudkan. 
B. Penyandang Disabilitas Dalam Perspaktif Hukum Islam 
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Islam  
Hukum Islam merupakan rangkaian kata “Hukum” dan “Islam”, dalam 
bahasa Arab, kata hukum berasal dari kata  “al-Hukm” yang berarti 
ketentuan dan ketetapan.  Sedangkan kata Islam terdapat dalam Al-Qur‟an, 
yaitu ata benda yang berasal dari kata kerja “salima” menjadi Islam yang 
berarti kedamaian, kesejahteraan, keselamatan, atau penyerahan diri dan 
kepatuhan.63 Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum Islam secara 
etimologis adalah segala macam ketentuan atau ketetapan mengenai 
sesuatu hal di mana ketentuan itu telah diatur dan ditetapkan oleh agama 
Islam.  
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Dari segi istilah, hukum sebagai peraturan-peraturan yang terdiri dari 
ketentuan-ketentuan perintah dan larangan yang menimbulkan kewajiban 
dan atau hak.64 Sebagai sebuah sistem hukum memiliki beberapa istilah 
yaitu al-Hukm, hukm dan ahkam, syari’ah atau syari’at, fiqh dan lain-lain. 
Apabila kata „hukum‟ dihubungkan dengan “Islam‟‟ atau “Syara’‟, maka 
hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian 
agama Islam.65  
Menurut Amir Syarifudin, „‟Hukum Islam‟‟ berarti “Seperangkat 
kaidah-kaidah hukum yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan 
Sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat 
dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua 
pemeluk agama Islam".66 Sedangkan menurut Abdul Karim Zaidan, hukum 
Islam adalah firman Allah mengenai tingkah laku orang-orang mukallaf, 
baik berupa tuntunan (suruhan dan larangan), memilih (berbuat atau tidak) 
dan menjadi sebab, syarat atau penghalang bagi suatu hukum.67 Hukum 
Islam, sebagai terjemahan dari al-fiqh al-Islamy atau dalam konteks 
tertentu oleh para pakar berasal dari kata as-syariah al-Islamy. Istilah ini 
dalam wacana hukum Barat disebut Islamic Law.68  
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Hukum Islam yang bersumber pada Al-Qur‟an dan Sunah disebut 
sebagai syariah dan penjabaran keduanya disebut fiqh. Secara global 
hukum Islam dapat dibagi menjadi dua bagian pokok, yaitu hukum yang 
mengatur hubungan manusia kepada Allah („iba-dah) yang mencakup 
peraturan tentang shalat, puasa, zakat, dan haji. Sedangkan, hukum yang 
mengatur hubungan antara sesama manusia dan masalah-masalah 
keduniaan secara umum (mu‟amalah). Secara khusus berkaitan dengan 
persoalan-persoalan ekonomi seperti jual beli, perjanjian, dan utang 
piutang. Sementara Jinayah (pidana) dan hukum perkawinan 
(munakahat).69  
Berkenaan dengan luasnya kajian hukum Islam, maka dalam tahap ini 
ada beberapa pembidangan hukum Islam. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, 
membagi hukum Islam secara sistematis menjadi enam bagian utama 
adalah sebagai berikut: 
a. Berkaitan dengan masalah ibadah kepada Allah seperti Shalat, puasa, 
Zakat, dan haji. Dengan tata cara menyebut dua kalimat Syahadat 
adalah cara umat manusia mengenal dan menyakini Allah SWT. 
Menurut para ulama, bagian ini termasuk fiqh atau yang dinamakan fiqh 
al-ibadah. 
b. Berkaitan dengan perbuatan manusia atau hubungan kerja sama dalam 
bidang kebendaan seperti masalah jual beli, utang piutang, hak milik, 
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perjanjian, perseorangan dan sewa-menyewa. Para ulama menyebutnya 
sebagai fiqh al-mu’amalah. 
c. Yang berkaitan dengan keluarga seperti nikah, talak, dan rujuk. 
Menurut ulama yaitu fiqh al-munakahat masalah terkait tentang  
perniahan yang sah, pergaulan yang baik antara suami-istri, 
penyelesaian masalah perselishan yang terjadi dalam rumah tangga, 
cerai dan rujuk. 
d. Kajian ini membicarakan tentang fiqh al-mawaris berbicara masalah 
siapa yang berhak atau terhalang mendapatkan harta warisan dan berapa 
bagian ahli warisnya, serta harus mempunyai fungsi yang tepat dan 
efisien.  
e. Yang berkaitan dengan hukum acara diperadilan (murafa‟ah) 
dibentuklah institusi peradilan (al-qadha) yang bertugas memperoses, 
menyelesaikan dan memutuskan suatu perkara manusia dengan benar.  
Ulama menyebutnya sebagai fiqh al-murafa‟ah  atau hukum acara, yang 
membicarakan masalah etika persidangan, tata cara beracara, dan etika 
hakim.  
f. Kajian fiqh lainnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan tata hubungan 
masyarakat atau ketatanegaraan. Hal-hal yang berkaitan dengan 
ketatanegaraan disebut Fiqh al-siyasah yang mengkaji masalah 
perundang-undangan, keuangan negara, hubungan pemerintah dengan 
rakyat dan hubungan pemerintah dengan negara lainnya.70  
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2. Fiqh Siyasah (Dusturiyah) 
Kata fiqh berasal dari faqaha-yafquhu-fiqhan, yang berarti “paham yang 
mendalam” atau paham yang mendalam terhadap maksud-maksud 
perkataan dan perbuatan. Secara terminologis fiqh adalah pengetahuan 
tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenal amal perbuatan 
yang di peroleh dari dalil-dalilnya yang fashil (terinci, yakni dalil-dalil 
atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, al-qur‟an 
dan sunnah).  
Kata siyasah berasal dari kata „sasa‟, berarti mengatur, mengurus, dan 
memerintah; atau siyasah (ةسايس) istilah dalam Bahasa Arab yang dikaitkan 
dengan otoritas politik. Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf 
mendefinisikan bahwa siyasah adalah “pengaturan perundangan yang 
diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur 
keadaan”.71  
Dari uraian di atas tentang fiqh dan siyasah maka dapat ditarik 
kesimpulan yaitu, fiqh siyasah adalah ilmu yang mempelajari mengenai 
aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk 
aturan hukum yang ada. Dalam fiqih Islam Sunni, siyasah terdapat pada 
kata siyasah syar'iyyah, yang berarti pemerintahan berdasarkan hukum 
syariah. Bahwa fiqh siyasah adalah bagian dari hukum Islam, fiqh siyasah 
adalah Ilmu tata negara Islam yang membahas tentang seluk-beluk 
pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada 
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khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh 
pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengn ajaran Islam,
72
 
guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari 
berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalaninya. Menurut Hasbi 
Ash-Shiddieqy, membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan 
bagian yaitu : Siyasah dusturiyah syar’iyyah, Siyasah tasyri’iyah 
syar’iyyah, Siyasah qodhoiyah syar’iyyah, Siyasah maliyah syar’iyyah, 
Siyasah idariyah syar’iyyah, Siyasah khorijiyah syar’iyyah atau siyasah 
dauliyah, Siyasah tanfiedziyah syar’iyyah, dan Siyasah harbiyah 
syar’iyyah. 
Adapun hukum Islam (fiqh siyasah) yang diambil oleh peneliti yaitu 
fiqh siyasah dusturiyyah adalah bagian dari fiqh siyasah yang membahas 
masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini juga dibahas 
antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan 
sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi 
(bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan 
syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. 
Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam 
siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara 
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serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.73 Jadi, Permasalahan di 
dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin disatu 
pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang 
ada di dalam masyarakatnya.  
Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi 
hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh 
hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama 
dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi 
kebutuhannya.74 Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang 
sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan fiqh 
siayasah dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok : 
a. Dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Quran maupun hadis, maqosidu 
syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, 
yang akan tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. 
Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam 
mengubah masyarakat.  
b. Aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan 
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Fiqh siyasah dusturiyah dapat terbagi menjadi sebagai berikut:  
1) Bidang siyasah tasyri’iyah, termasuk dalam persolan ahlu hali wal 
aqdi, perwakilan persoaln rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim 
di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-undang, 
Peraturan Pelaksanaan, Peraturan daerah, dan sebagainya.  
2) Bidang siyasah tanfidiyah, termasuk di dalamnya persoalan imamah, 
persoalan bai’ah, wizarah, waliy al-ahadi, dan lain-lain  
3) Bidang siyasah qadlaiyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah 
peradilan  
4) Bidang siyasah idariyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah 
administratif dan kepegawaian.75  
3. Penyandang Disabilitas Dalam Hukum Islam 
Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian 
Agama Islam.76 Sebagai sebuah sistem hukum, ia mempunyai beberapa 
istilah kunci, antara lain ḥukm, ḥukm dan aḥkām, syarī’ah atau syarī’at, 
fiqh atau fiqh dan beberapa kata lain yang berkaitan dengan istilah-istilah 
tersebut. Manusia dalam pandangan Islam adalah makhluk Allah yang 
paling sempurna bentuknya tidak ada yang lebih tinggi kesempurnaan-nya 
dari manusia kecuali Allah swt, meskipun sebagian manusia diciptakan 
dalam kondisi fisik kurang sempurna. Karena apa pun yang sudah melekat 
dan terjadi pada manusia adalah pemberian Allah swt.  
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Hal ini sesuai dengan firman Allah swt yang tersurat dalam Al-Qur‟an 
surat at-Tin ayat 4 yang berbunyi: 
دَقَل ۡقَلَخ  ۡلٱ َا  ۡيِف َن َىٰس ِإ ٓحَأ  ۡ ِن َ قَت ۡميِو ٖ ٤ 
Artinya: “Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam 
bentuk yang sebaik-baiknya”(Q. S. At-Tin ayat 4). 
Demikian juga terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi: 
 َىٰي ٓقَلَخ اَّ ِإ ُساَّ لٱ اَهُّ َيأ ۡرََكذ نِّم مُكَىٰ  ٖل ََجَو ىٰ َث ُأَو  ۡمُكَىٰ  ۡبو ُُش  ٗاَب َقَو ا ٓوَُفرا َ َِتل َلِئ ٓ ْا ۚ 
كَأ َّنِإ ۡمُكَمَر ۡتَأ ِهَّللٱ َد ِع  ۡمُكىَٰىق ۚ  ۡر ِبَخ ٌم ِلَع َهَّللٱ َّنِإ  ٞ ١٣ 
Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari 
seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan 
kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling 
kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di 
antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di 
antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi 
Maha Mengenal,” (Q.S. Al-Hujurat: l3). 
Dalam sebuah hadits Nabi Muhammad SAW yang di,riwayatkan oleh 
Imam Bukhari Muslim dan Ibnu Mâjah melalui, jalur sahabat Abu 
Hurairah r.a. yang berbunyi: 
 ْمُكِلاَوْمَأَوْمُِكرَوُص َلاِإ ُر ُ ْ َي َلا َهَّللا َّنِإ َمَّل ََو ِه َْلَع ُهَّللا  َّلَص ِهَّللا ُلو َُر َلاَق َلاَق َةَر ْيَرُه  َِبأ ْنَع
 ْمُكِلاَمْعَأَو ْمُكِبوُلق  َلِإ ُر ُ ْ َي ْنِكَلَو 
Artinya:“Dari, Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda: 
Sesungguhnya Allah tidak melihat tubuhmu, kepada bentuk 
  
rupamu dan hartamu, akan tetapi,Allah melihat  pada hati, dan 
amalmu” (HR. Bukhari).77 
Berdasarkan kedua Ayat dan hadits di atas dapat disimpulkan bahwa 
Islam memandang manusia secara positif dan egaliter serta memandang 
substansi manusia lebih pada sesuatu yang bersifat immateri dari pada 
yang bersifat materi. Dengan kata lain, semua manusia memiliki hak dan 
kewajiban yang sama, apa pun latar belakang sosial, pendidikan, ataupun 
fisik seseorang, yang membedakan di antara manusia adalah aspek 
ketakwaan dan keimanannya.  
Ajaran agama Islam sendiri memerintahkan kepada segenap 
pemeluknya untuk memperhatikan para penyandang disabilitas. 
Pengabaian terhadap hak-hak penyandang disabilitas bukan hanya 
bertentangan dengan hak asasi manusia, namun juga bertentangan dengan 
seruan serta tuntunan agama Islam. Sebagaimana firman Allah swt., dalam 
Q.S.„Abasa ayat 1-4 menjelaskan sebagai berikut: 
 ىٰ َّلَو َتَو َ َبَع ٓ ١اَج نَأ  ٓلٱ ُهَء ۡعَأ ۡ ىٰ َم٢ُدي اَمَو   ۡ ُهَّل ََل َكِيرۥ ىٰ َّكَّ  َي  ٓ ٣وَأ  ۡ ُه ََف َت َف ُر َّكَّذَي 
كِّذلٱ ۡ ىٰ َر ٓ ٤ 
Artinya: “Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling. Karena 
telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu 
barangkali ia ingin membersihkan dirinya (dari dosa). Atau ia 
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(ingin) mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi 
manfaat kepadanya” (QS. „Abasa: 1-4).78  
Asbabun-nuzul turunnya ayat tersebut memecahkan suatu peristiwa 
tertentu yang terjadi dalam sirah (perjalanan hidup) Rasulullah saw. 
Dalam sejarah Nabi Muhammad saw. tentang bagaimana seharusnya 
penyandang disabilitas diperlakukan secara sama. Sebagaimana yang 
dijelaskan dalam asbab an-nuzul surat „Abasa Ayat l-4, pada tafsir 
Jalalain, bahwa pada suatu hari datanglah kepada Nabi seorang tunanetra 
(buta) bernama Abdulah Ibnu Ummi Maktum atau anak Ummi Maktum, 
dan dalam sumber yang lain mengisahkan anak Ummi Maktum bernama 
Amr Ibnu Qais (anak laki-laki paman Siti Khadijah).79  
Dia berkata dengan suara agak keras kepada Nabi: “Ajarkanlah 
kepadaku apa-apa yang telah Allah ajarkan kepadamu”. Karena buta maka 
pada saat itu Abdulah Ibnu Ummi Maktum tidak mengetahui kesibukan 
Nabi yang sedang menghadapi para pembesar kaum musyrikin Quraisy. 
Hal ini menyebabkan Nabi bermuka masam dan berpaling dari Abdullah 
Ibnu Ummi Maktum lalu menuju rumah tetap menghadapi pembesar-
pembesar Quraisy. Kemudian turunlah Surat „Abasa di,atas kepada beliau 
sebagai,peringatan agar memperhatikannya, meskipun tunanetra. Bahkan 
beliau di,haruskan lebih memperhatikannya dari,pada para pemuka 
Quraisy. Sejak saat itu, Nabi, Muhammad SAW sangat memuliakannya 
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dan bila menjumpainya langsung menyapa.80 Karena merasa diabaikan, 
Abdullah Ibnu Ummi Maktum berkata: “Apakah yang saya katakan ini 
mengganggu Tuan?” Nabi menjawab: “Tidak.” Maka turunlah wahyu 
yang menegur sikap Nabi tersebut. Setelah itu setiap Abdullah Ibnu Ummi 
Maktum datang berkunjung, Nabi selalu mengatakan: “Selamat datang 
orang yang menyebabkan Rabbku menegurku karenanya”, lalu Nabi 
menghamparkan kain serbannya untuk tempat duduk Abdullah Ibnu Ummi 
Maktum.  
Selanjutnya, Nabi mengangkat dan memberi kepercayaan kepada 
Abdullah Ibnu Ummi Maktum untuk memangku jabatan sebagai walikota, 
dan dia adalah orang kedua dalam permulaan Islam sebelum hijrah yang 
dikirim Nabi sebagai mubalig atau da‟i ke Madinah. Para ahli hukum 
Islam pada tahun 1981 mengemukakan tentang “Universal Islamic 
Declaration of Human Right” yang  diangkat dari Al-Qur‟an dan sunnah 
Nabi. Pernyataan deklarasi HAM ini terdiri dari dua puluh tiga bab, enam 
puluh tiga pasal, yang meliputi segala aspek kehidupan dan penghidupan 
manusia. Beberapa hak pokok yang disebutkan dalam deklarasi tersebut, 
antara lain : 
a. Hak untuk hidup dan hak untuk mendapatkan kebebasan 
b. Hak atas persamaan kedudukan dan hak untuk mendapatkan keadilan 
c. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap penyalahgunaan 
kekuasaan 
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d. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari penyiksaan 
e. Hak untuk mendapatkan atas kehormatan dan nama baik 
f. Hak untuk bebas berpikir dan berbicara 
g. Hak untuk bebas memilih agama,  
h. Hak untuk bebas berkumpul dan berorganisasi 
i. Hak untuk mengatur tata kehidupan ekonomi, dan hak jaminan sosial 
j. Hak untuk bebas mempunyai keluarga dan segala sesuatu yang 
berkaitan dengannya 
k. Hak bagi wanita dalam kehidupan rumah tangga, dan  
l. Hak untuk mendapatkan pendidikan.  
Dari sudut pandang Islam, pendidikan merupakan suatu hak dan 
kewajiban bagi seluruh manusia, tanpa terkecuali, termasuk bagi 
penyandang disabilitas. Karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk 
“belajar”, ia lahir tanpa memiliki pengetahuan, sikap dan kecakapan 
apapun kemudian tumbuh dan berkembang menjadi “mengetahui”, 
“mengenal” dan menguasai banyak hal. Proses ini terjadi melalui suatu 
“pembelajaran” yang menggunakan potensi dan kapasitas diri yang mereka 
miliki.81 Manusia memerlukan Ilmu untuk memahami alam semesta dan 
lingkungan sekitarnya. Dengan bekal ilmu, manusia dapat menyelami dan 
menggali mistri alam semesta dan menggunakan-nya untuk kebaikan 
hidup manusia di bumi. Menanam kebaikan di dunia berarti menanam 
kebaikan di akhirat.  
                                                     
81
Dapat dilihat pada  QS. An-Nahl: 78; Az-Zumar: 9; At-Taubah: 122, dan Al-Imran: 18. 
  
Oleh karena itu, orang alim dengan ilmunya menanam bagi dirinya 
kebahagiaan abadi dengan mendidik akhlaknya sesuai dengan tuntutan 
ilmu. Begitulah Islam lebih menekankan pentingnya amal atau perbuatan 
baik. Jika di,perhatikan Ayat-ayat Al-Qur‟an yang berbicara 
mengenai,penyandang disabilitas, ditemui, bahwa Ayat-ayat tersebut justru 
merujuk pada makna perlindungan dan pengayoman. Surat Abasa Ayat 1 
dan 2 misalnya, secara umum berisi, teguran atas sikap Rasul Saw. yang 
tidak ramah terhadap seorang penyandang disabilitas yang datang 
padanya.82 Ayat ini, menjadi, dasar tentang ajaran Islam yang menjunjung 
kesetaraan dengan tidak memandang tinggi, rendahnya status sosial, baik 
laki,-laki, maupun perempuan.  
Ini berarti penyandang disabilitas tunanetra, tunarungu, tunawicara, 
tunadaksa, dan tunagrahita, juga merupakan bagian dari umat manusia 
yang mempunyai hak dan kewajiban dasar yang sama untuk belajar dan 
menuntut Ilmu seperti halnya manusia-manusia yang lain, dan tidak ada 
larangan bagi mereka untuk belajar bersama-sama dan beraktivitas 
bersama-sama dengan manusia yang lain.83 Amr Ibn Al-Jamuh sudah tua 
ketika Islam mencapai Madinah. Dia juga sebagian lumpuh di salah satu 
kakinya. Setelah memeluk Islam, ia merasa kuat dan bergabung dengan 
ketiga anaknya yang bersiap bertarung di Perang Uhud. Anak anaknya 
telah mengingatkan bahwa ia dibebaskan dari kewajiban untuk berperang 
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karena sudah tua, lemah, dan lumpuh. Amr mengambil kasusnya langsung 
kepada Nabi yang mengatakan kepada anak-anak untuk membiarkan ayah 
mereka memiliki keinginannya. Amr dan salah seorang putranya yang 
dekat dengan Nabi selama pertempuran, mereka membela Nabi ketika hal 
itu menjadi benar-benar berbahaya, dan mereka jatuh di medan perang dan 
meninggal dalam saat satu sama lain. 
C. Tinjauan Pustaka 
Ada beberapa penelitian yang mirip dengan tema penelitian baik dari buku 
buku, makalah, jurnal, tulisan bebas, skripsi, tesis dan disertasi yang penulis 
lakukan, yaitu: 
1. Skripsi ini berjudul “Disabilitas dalam Alquran (Studi Terhadap Kajian 
Tafsir Tematik)” yang disusun oleh Muhammad Hafiz Nur Program Studi 
Ilmu Al-Qur‟an Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Medan tahun 
2018. Al-qur‟an terdapat banyak ajaran-ajaran bagi umat Islam, salah 
satunya kandungan ajaran Al-qur‟an yang memandang manusia sama 
derajat disisi Allah kecuali hanya derajat ketaqwaannya. Indahnya bila 
ajaran tersebut mampu menciptakan keharmonisasi hidup bermasyarakat 
dan begitu juga yang harus dilakukan dengan bermasyarakat dengan 
orang-orang  yang   mempunyai  kebutuhan khusus, tidak memandang 
mereka sebelah mata dan tidak mendiskriminasi mereka. Orang-orang 
berkebutuhan khusus disebut juga mereka dengan istilah “Disabilitas” 
bertujuan untuk mengetahui dan memahami secara mendalam tentang 
disabilitas menurut Al-Qur‟an dan pandangan Al-Qur‟an Terhadap 
  
Disabilitas. Metode Penelitan yang digunakan yaitu jenis metode kualitatif 
dan metode pendekatannya menggunakan penafsiran Al-qur‟an dari segi 
tafsir tematik, pengumpulan data yang digunakan adalah metode 
kepustakaan (library research), dalam pengolahan data menggunakan 
metode kualitatif dan dalam analisa data menggunakan tiga medode yaitu 
deduktif, induktif, dan komparatif.
84
  
2. Skripsi yang berjudul: “Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak-hak 
Penyandang Disabilitas di Kota Makassar”, yang disusun oleh 
Muhammad Afdal Karim Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Folitik tahun 2017. Berdasarkan   hasil  penelitian  yang  
dilakukan,  peran  pemerintah  kota Makassar dalam memberikan hak 
perlindungan dan hak pemberdayaan  perempuan dan anak penyandang 
disabilitas telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial kota Makassar, terkait 
dengan pemenuhan hak pemberdayaan, pemberdayaan dilaksanakan 
melalui program kerja Pemberdayaan Bagi Penyandang Disabilitas 
Wanita, dengan memberikan pelatihan keterampilan seperti menjahit, 
membuat kue dan membuat kerajinan tangan. Proses perlindungan 
perempuan dan anak penyandang disabilitas dilaksanakan oleh Pusat 
Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak kota Makassar 
(P2TP2A), perlindungan diberikan melalui proses pendampingan dan 
penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan penalantaran. 
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Muhammad Hafiz Nur,“Disabilitas dalam Alquran (Studi Terhadap Kajian Tafsir 
Tematik). diakses pada 22 agustus 2019, di jam 14: 22 WIB.  
  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis proses 
pelaksanaan Peraturan Daerah No.6 Tahun 2013 di Kota Makassar tentang 
Pemenuhan hak-hak Penyandang disabilitas dikota Makassar, serta faktor- 
faktor  yang  mempengaruhi   proses  pelaksanaan  peraturan daerah 
tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif yaitu 
memberikan gambaran atau penjelasan tentang prosedur perolehan data 
penelitian, data diperoleh dari wawancara, observasi, dan arsip.
85
 
3. Skripsi yang berjudul : “Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Menempuh 
Pendidikan Tinggi” yang disusun oleh Utomo. Kesimpulan yang dapat 
diambil dalam penelitian ini bahwa Pendidikan  merupakan  hak  setiap  
warga  negara,  tidak  terkecuali mereka  yang  menyandang disabilitas. 
Saat ini dunia pendidikan telah diperkaya dengan munculnya paradigma 
pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif memberikan peluang kepada 
seluruh anak bangsa tanpa kecuali untuk mendapatkan pendidikan yang 
layak ditinjau dari semua sisi. Sangat menarik bagaimana implementasi 
pendidikan inklusif di pendidikan/perguruan tinggi, terutama bagaimana 
mengakomodir mereka yang menyandang disabilitas. Tentunya mereka 
juga punya hak. Dan perguruan tinggi mempunyai kewajiban untuk 
memberikan layanan terbaiknya.  Memberikan kesempatan bagi mereka 
merupakan sebuah kearifan yang berbasis pendidikan etnopedagogi.
86
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Muhammad Afdal Karim, “Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang 
Disabilitas di Kota Makassar” diakses pada 24 agustus 2019, di jam 14: 22 WIB. 
86Utomo, “Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Menempuh Pendidikan Tinggi”, PLB 
FKIP UNLAM. diakses pada 4 Februari 2020, di jam 19: 12 WIB. 
  
4. Skripsi dengan judul: “Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas 
Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang 
Disabilitas Ditinjau dari Siyasah Dusturiyah”, disusun oleh Yoga 
Maulana Ibrahim
87
. Penyandang disabilitas dengan keberagamannya 
mempunyai hak-hak yang perlu untuk dihormati, dilindungi, dan dipenuhi 
termasuk hak politik sesuai amanah dari Undang-undang No. 8 Tahun 
2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sementara itu, dalam kajian 
ketatanegaraan Islam terdapat sejumlah teori yang berhubungan dengan 
hak-hak sipil dan hak politik. Dalam siyasah dusturiyah terdapat 
pembahasan mengenai syarat seorang pemimpin harus sehat fisik dan 
psikisnya. Sehingga seolah-olah membuat penyandang disabilitas 
tersingkirkan dalam mengakses sumber kekuasaan. Tujuan penelitian ini 
untuk mengetahui: Hak politik bagi penyandang disabilitas menurut 
Undang-undang Nomor 8 tahun 2016; Batas sehat jasmani dan rohani 
dalam persyaratan calon kepala daerah di Indonesia; dan Analisis Hak 
Politik Penyandang Disabilitas dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 
2016 tentang Penyandang Disabilitas ditinjau dari siyasah dusturiyah. 
Penelitian ini didasarkan pada pemikiran siyasah dusturiyah yakni 
kebijakan terhadap pemenuhan hak-hak sipil termasuk di dalamnya hak 
politik, pengaturan Undang-undang berdasarkan syari‟at Islam dan 
pengaturan yang mengacu pada prinsip-prinsip yang digali dari Al-Qur‟an 
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Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Ditinjau dari Siyasah 
Dusturiyah”, diakses pada 4 Februari 2020, di jam 14: 22 WIB. 
  
dan al-Hadist yang diimplementasikan dalam sebuah peraturan perundang-
undangan yang mempunyai tujuan untuk memberi kepastian hukum. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum 
yuridis normatif. Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah 
kepustakaan (library research) yang bersifat deskriptif-analisis. Dalam 
penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.  
Adapun kesimpulan tentang persamaan dan perbedaan  dari penelitian di 
atas dengan penelitian yang penulis miliki yaitu Persamaan penelitiannya 
sama-sama membahas hak penyandang disabilitas atau yang menjadi fokus 
penelitian penulis yaitu pada pelayanan atau aksesibilitas yang diberikan bagi 
semua ragam/jenis penyandang disabilitas. Sedangkan, Perbedaan Penelitian 
ini membahas tentang pola sistem yang diterapkan bagi disabilitas dalam 
pemanfaatan pelayanan publik atau mengenai hak-hak baik itu hak 
aksesibilitas, politik, dan dalam perspektif yang berbeda-beda dan berlokasi 
pada tempat yang berbeda pulaseperti di makassar, UNLAM, Medan dan 
Sekolah Luar Biasa (SLB) Provinsi Lampung.  
Adapun perbedaannya Penulis lebih terfokus pada penyandang disabilitas 
dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 18 tentang penyediaan hak 
aksesibilitas bagi penyandang disabilitas studi pada sekolah luar biasa (SLB) 
pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) kecamatan Sukarame Kota 
Bandar Lampung, Provinsi Lampung dan bagaimana penyandang disabilitas 
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